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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Joint analysis merupakan bagian dari Joint Program, dirilis oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan

untuk optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, kepabeanan dan

cukai. Kegiatan joint analysis menghasilkan suatu rekomendasi berupa data dan informasi yang dapat

dimanfaatkan oleh keseluruhan Joint Program sehingga sangat perlu untuk dikaji agar pemanfaatan data dan

informasi tersebut efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan tersebut

dengan menggunakan konsep evaluasi OECD dan menganalisis faktor-faktor pemampu dalam implementasi

kebijakan berdasarkan WCO Guidelines. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dan

menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kebijakan joint analysis relevan dalam memecahkan masalah terkait kebutuhan

sinkronisasi data Pajak dan Bea Cukai, dilaksanakan dengan efektif dan efisien di wilayah Jakarta Utara,

memiliki dampak positif yaitu meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan, dan oleh karena itu

kebijakan ini perlu dilanjutkan dan diperbaiki. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor

pemampu dalam implementasi telah dilaksanakan dengan cukup baik meliputi dukungan politis dan

komitmen pimpinan, peraturan hukum, sumber daya dan proses tata kelola.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Joint analysis is part of the Joint Program, released by the Ministry of Finance with the aim of optimizing

state revenue and increasing compliance in the fields of taxation, customs and excise. Joint analysis

activities produce a recommendation in the form of data and information that can be utilized by the whole

Joint Program so that it is very necessary to be reviewed so that the utilization of the data and information is

effective and efficient. The purpose of this study is to analyze the policy using the OECD evaluation concept

and analyze the enabling factors in implementing the policy based on the WCO Guidelines. This study

adopts the positivism paradigm and uses qualitative analysis methods. Data sources consist of primary and

secondary data. The results show that the joint analysis policy is relevant in solving problems related to the

need for synchronizing Tax and Customs data, implemented effectively and efficiently in the North Jakarta

area, has a positive impact of increasing state revenue and compliance, and therefore this policy needs to be

continued and improved. In addition, the results of the study indicate that the enabling factors in the

implementation have been implemented quite well including political support and commitment of the

leadership, the rule of law, resources and governance processes.
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